LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 3 TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LEMPE, DESA PADDUMPU, DESA ABBAJARENG,

DESA TIMBOLO, DESA OGOMATANANG, DESA GALANDAU, DESA TELUK

JAYA DAN LELEAN NONO
DENGAN RAHMAT TIHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI,

bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dalam wujud otonomi daerah secara utuh, luas, nyata, dan bertanggungjawab
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai arah desentralisasi bagi
desa dan Kabupaten/Kota, maka perlu optimalisasi fungsi desa sebagai pelaksana
terdepan untuk melayani masyarakat;

bahwa guna menunjang kemandirian daerah dalam konteks otonomi daerah perlu
diwujudkan kemandirian Desa melalui peningkatan peranan pemerintah desa pada
aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa lompe , Desa Paddumpu,
Desa Abbajareng, Desa Timbolo, Desa Ogomatanang, Desa Galandau, Desa Teluk
Jaya, dan Desa Lelean Nono.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
Il di Sulawesi ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041 ) sebagaimana telah di ubah
dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169 Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4557);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah



Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peratuaran Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan,
penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengaturan
Kewenangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 26 Seri E
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

10. Peraturan Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006 tentang penataan Kawasan
Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30 Seri E Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Perubahan Status Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 tahun 2007
Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
Dan
BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LEMPE, DESA PADDUMPU,

DESA ABBAJARENG, DESA TIMBOLO, DESA OGOMATANANG, DESA GALANDAU, DESA
TELUK JAYA, DAN DESA LELEAN NONO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(2)

Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dearah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli selanjutnya disebut Bupati.
Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disaebut desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang dimiliki batas-batas Wilaya yang brwenang mengatur dan mengurus kepentingan,
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Repoblik Indonesia :
Kepala Desa adalah Kepala Desa Pemekaran :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai unsure Penyelenggaraan Pemerintah

Desa :

Pembentukan Desa adalah Tindakan mengadakan desa baru diluar atau didalam Wilayah desa-desa
yang telah ada :

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN PEMEKARAN

Pasal 2
Maksud dan Pemekeran : Desa adalah melihat dari faktor geografis serta akibat dari perkembangan
ekonomi setempat.
Tujuan dari Pemekaran Desa adalah lebih meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahtraan masyarakat.



BABII
PEMEKARAN DESA

Pasal 3
Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan dimekarkan menjadi Desa Bangkir dan Desa Lempe.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa Bangkir berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Lempe sebagai Desa pemekaran.
Luas Desa Bangkir berkurang sebesar Luas Desa Lempe

Pasal 4
Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan dimekarkan menjadi Desa Soni dan Desa Paddumpu.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Soni berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Padumpu sebagai Desa pemekaran
Luas Desa Soni berkurang sebesar Luas Desa Paddumpu.

Pasal 5
Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan dimekarkan menjadi Desa Tampiala dan Desa Abbajareng.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Tampiala berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Abbajareng sebagai Desa pemekaran.
Luas Desa Tampiala berkurang sebesar Luas Desa. Abbajareng.

Pasal 6
Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara dimekarkan menjadi Desa binontoan dan Desa Timbolo.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Binontoan berstatus sebagai Desa Induk
dan Desa Timbolo sebagai Desa pemekaran.
Luas Desa Binontoan berkurang sebesar Luas Desa Timbolo.

Pasal 7
Desa Lampasio Kecamatan Lampasio dimekarkan menjadi Desa Lampasio dan Desa Ogomatanang.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Lampasio berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Ogomatanang sebagai Desa pemekaran.
Luas Desa Lampasio berkurang sebesar Luas Desa Ogomatanang.

Pasal 8

Desa Silondou Kecamatan Basidondo dimekarkan menjadi Desa Silondou dan Desa Galandau.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Silondou berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Galandau sebagai Desa pemekaran.

Luas Desa Silondou berkurang sebesar Luas Desa Galandau

Pasal 9

Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara dimekarkan menjadi Desa Santigi dan Desa Teluk Jaya.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Santigi berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Teluk Jaya sebagai Desa pemekaran.

Luas Desa Santigi berkurang sebesar Luas Desa Teluk Jaya.

Pasal 10
Desa Tambuni Kecamatan Baulan dimekarkan menjadi Desa Tambun dan Desa Lelean Nono.
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Santigi berstatus sebagai Desa Induk dan
Desa Lelean Nono sebagai Desa pemekaran.
Luas Desa Tambun berkurang sebesar Luas Desa Lelean Nono.



BABIV
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 11
Batas wilayah Desa Lempe, adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Laut Selatan.
- Sebelah Selatan dengan Pegunungan.
- Sebelah Timur dengan Desa Bangkir.
- Sebelah Barat dengan Desa Soni.
Pasal 12

Batas wilaya Desa Paddumpu, adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Desa Soni.
- Sebelah Selatan dengan Hutan Negara.
- Sebelah Timur dengan Desa Bangkir.
- Sebelah Barat dengan Desa Tampiala.

Pasal 13

Batas wilayah Desa Abajareng ,adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Selat Sulawesi.
- Sebelah Selatan dengan Gunung.
- Sebelah Timur dengan Desa Tampiala.
- Sebelah Barat dengan Desa Kombo.

Pasal 14

Batas wilayah Desa Timbolo ,adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Selat Sulawesi.
- Sebelah Selatan dengan Hutan.
- Sebelah Timur dengan Desa Lakuan.
- Sebelah Barat dengsn Desa Binontoan.

Pasal 15

Batas wilayah Desa Ogomatanang ,adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Desa Lampasio.

- Sebelah Selatan dengan Desa Kinapasan.

- Sebelah Timur dengan Desa Janja.

Sebelah Barat dengsn Desa Bambalaga.

Pasal 16

Batas wilayah Desa Galandau ,adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Desa Batuan.

- Sebelah Selatan dengan Desa Kayulompa.

- Sebelah Timur dengan Desa Silondou.

Sebelah Barat dengsn Desa Laulalang.



Pasal 17

Batas wilaya Desa Teluk Jaya ,adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Laut Amborumbo dan LOk Boyo.
- Sebelah Selatan dengan Gunung.
- Sebelah Timur dengan Desa Lingadan.
-Sebelah dengsn Desa Laulalang.

Pasal 18

Batas wilaya Desa Lelean Nono,adalah sebagai berikut :

- Seb elah Utara dengan Desa Tambun.

- Sebelah Selatan dengan Desa Lampasio dan Desa Pulias.
- Sebelah Timur dengan Desa Bataun dan Desa Pulias.

Sebelah dengsn Kelurahan Nalu (salu).

Pasal 19

Batas wilaya Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
dan Pasal 18 diberi tanda berupa potak yang bersifat permanen.

BABV
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 20
(1) Pembentukan Dusun di Desa pemekaran dilakukan dikemudian hari dengan praturan Desa.
(2) Pembentukan dusun sebagaimama dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan luas wilayah, jumlah

penduduk dan tredisi masyarakat.

BABVI
PEMERINTAHAN

Pasal 21
(1) Untuk pertama kalinya Desa pemekaran dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa yang dilantik bersama
dengan pengresmian desa pemekaran.
(2) Untuk perlengkapan perangkap pemerintahan Deasa di Desa Pemekaran diwilayah Desa tersebut
masing-masing dibentuk Perangkat Desa sesuai kebutuhan.
Pasal 22
Pejabat Kepala Desa sebagainmana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), diangkat dari Perangkat / Aparatu Desa
Induk yang dianggap mampu melaksanakan tugas dan funsi selaku Kepala Desa.

Pasal 23

Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat/Peresmian Desa sudah
diadakan Pemilihan Kepala Desa yang difinitif.



BAB VI

Pasal 24
Pembiayaan yang diperlukan akibat Pemekaran Desa sebagai dimaksud pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal
4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB VI

Pasal 25
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah di Desa Pemekaran, kepala Desa Induk wajib melakukan
koordinasi dengan Kepala Desa pemekaran selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal
pengresmiannya.
(2) Selama Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan lainnya yang termasuk dalam bentuk peraturan
Desa dan Keputusan Kepala Desa yang saat ini berlaku bagi Desa Induk tetap berlaku bagi Desa
Pemekaran sebelum diubah, dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini,sepanjang mengenai pelaaksanaanya akan
diatur oleh lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangundang Peraturan Daerah ini dengan
penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten tolitoli.

Ditetapkan di tolitoli
Pada tanggal 23 maret 2009

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. MA’RUF BANTILAN
DIUNDANGKAN DI TOLITOLI
PADA TANGGAL 27 MARET 2009

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRET ARIAT KABUPATEN

TTD
RISAL SUAIB, SH

PEMBINA (IV)
NIP.570012845

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 3



1.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LEMPE, DESA PADDUMPU, DESA ABBAJARENG, DESA
TIMBOLO, DESA OGOMATANANG, DESA GALANGDAU, DESA TELUK JAYA, DAN
DESA LELEAN NONO.

PENJELASAN UMUM

Wilayah Kecamatan Dampal selatan, Kecamatan tolitoli utara, kecamatan lampasio, kecamatan
basidondo dan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, meskipun telah menunjukan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan namun
masih perlu terus ditingkatkan sebagai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanggunan dan
pelayanan kemasyarakatan tersebut, di Desa Bangkir perlu dibentuk Desa Lempe, di Desa Soni perlu
dibentuk Desa Paddumpu, di Desa Tampiala perlu dibentuk Desa Abbajareng, di Desa Binontoan perlu
dibentuk Desa Timbolo, di Desa Lampasio perlu dibentuk Desa Ogomatanang, di Desa Silondou perlu
dibentuk Desa Galandau, di Desa Santigi perlu dibentuk Desa Teluk Jaya , di Desa Tambun perlu dibentuk
Desa Lelean Nono.

Hal lainya adalah untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk
serta jangkauwan luas wilaya Desa yang cukup besar, maka pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat belum sepenunya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
mengadakan fungsi pelayanan umum dan rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Desa
baru.

Berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan maksud pemekaran desa diharapkan pemerataan laju
pembangunan melalui pendekatan struktural serta mengantisipasi komplesknya permasalahan yang
timbul di wilayah desa sebagai akibat semakin bertambahnya junlah penduduk dan perbedaan
karakteristik dsea secara dini dapat dilakukan melalui pemekaran desa.

Dengan terbentuknya desa-desa sebagai desa hasil pemekaran, pemerintah kabupaten, kecamatan
dan desa induk berkewajiban membantu dan mempasilitasi berbentuk kelembagaan desa dan perangkat
desa yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam mewujudkan
kemandirian desa perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kemampuan, penyimpanan sarana dan
parasarana desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia dan optimalisasi
pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas



Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)



Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
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